
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TfMtJR

NOMOR T TAHUN2024

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2025

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR"

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih

tinggi ;

c. bahwa .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,



Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

IndonesiaNomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);

5. Undang-UndangNomor12Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor6801);

6. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6856);

7. Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undanng-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018



Menetapkan

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

Dan

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025.



Pasal1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penarnbah

nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun anggaran berkenaan.

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun anggaran

berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali danj'atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal2

APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 berjumlah

Rp.1.279.551.052.629,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar

lima ratus lima puluh satu juta lima puluh dua ribu enarn ratus dua puluh

sembilan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah Rp.1.221.787.232.836,00

b. Belanja daerah Rp.1.278.551.052.629,00

Defisit Rp. -56.763.819.793,00

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Rp. 57.763.819.793,00

Rp. 1.000.000.000,00

Pembiayaan netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 56.763.819.793,00

Rp. 0,00

Pasal3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.l.221.787.232.836,00 (satu triliun

dua ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus

tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enarn rupiah), yang bersumber

dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer;



Pasal4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp.85.104.506.846,00 (delapan puluh lima milyar

seratus empat juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh enam

rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.36.386.031.010,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan

puluh enam juta tiga puluh satu ribu sepuluh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.16.035.808.000,OO (enam belas milyar tiga puluh lima juta

delapan ratus delapan ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana climaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000.00 (sembilan

milyar lima puluh juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.632.667.836,OO (dua puluh tiga

milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu

delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp.1.136.682.725.990,OO (satu triliun seratus tiga

puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua

puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana climaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.l.076.099.994.000,OO (satu triliun tujuh

puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan

puluh empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.60.582.731.990,OO (enam puluh milyar

lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan

ratus sembilan puluh rupiah).



Pasal6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp.1.278.551.052.629 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar lima

ratus lima puluh satu juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh

sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

direncanakan sebesar Rp.895.161.473.416,00 (delapan ratus sembilan puluh

lima milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu

empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja subsidi;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.498.971.044.897,00 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar

sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus

sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.367.426.091.352,00 (tiga ratus enam puluh tujuh

milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus

lima puluh dua rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp.73.450.000,00 (tujuh puluh tigajuta empat ratus lima puluh ribu

rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp.28.593.267.167,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus

sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam

puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.97.620.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam

ratus dua puluh ribu rupiah).



Pasal8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

direncanakan sebesar Rp.217.385.968.589,OO (dua ratus tujuh belas milyar

tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu

lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

f. Belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.15.000.000,OO(lima belas juta rupiah).

(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.40.584.662.940,OO (empat puluh milyar

lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu

sembilan ratus empat puluh rupiah).

(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.35.842.532.057,OO (tiga puluh lima milyar

delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima

puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.134.704.046.391,OO (seratus tiga puluh

empat milyar tujuh ratus empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus

sembilan puluh satu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e direncanakan sebesar Rp.5.374.645.041,OO (lima milyar tiga ratus tujuh

puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu

rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.865.082.160,OO (delapan ratus enam puluh lima

juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

direncanakan sebesar Rp.10.003.392.706,OO (sepuluh milyar tigajuta tiga ratus

sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas belanja

tidak terduga.



Pasall0

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf d

direncanakan sebesar Rp.156 .000.217.918,00 (seratus lima puluh enarn

milyar dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.2.317.908.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh

belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.153.682.309.118,00 (seratus lima puluh tiga milyar

enarn ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan

belas rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh enarn milyar tujuh ratus enarn puluh tiga juta

delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang

terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pemhiayaan.

Pasal12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 huruf

a direncanakan sebesar Rp.57.763.819.793,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh

ratus enarn puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan

puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya.

Pasal13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11

huruf b direncanakan sebesar Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO(satu milyar rupiah), yang

terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal14

(I) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah

mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh

enarn milyar tujuh ratus enarn puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu

tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).



(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penenmaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga

juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danj atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,

yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah KabupatenTanjungJabung Timur tahun anggaran 2025.

(2) Keadaandarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial danjatau kejadian luar

biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;danj atau

c. kerusakan saranajprasarana yang dapat mengganggukegiatan pelayanan

publik.

(3)Keperluanmendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifatmengikatdan belanjayang bersifatwajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; danj atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugianyang lebihbesar bagi PemerintahDaerah danjatau masyarakat.

Pasal16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini

terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBDyang DiklasifikasiMenurut Kelompokdan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan

PemerintahanDaerah dan Organisasi.

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi,Program,KegiatanBeserta Hasildan Sub Kegiatan

Beserta Sub Keluaran.

2. Lampiran2

3. Lampiran3



4. Lampiran 4

5. Lampiran 5

6. Lampiran 6

7. Lampiran 7

8. Lampiran 8

9. Lampiran 9

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Sub Keluaran.

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.

Sinkronisasi Program Pada RPJMDjRPD Dengan Rancangan

APBD.

Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD

DANPPASDengan Peraturan Daerah Tentang APBD.

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Provinsi.

10.Lampiran 10 Daftar Jumlah PegawaiPer Golongan dan Per Jabatan.

I U{AHD1THlUtKiPMBAMNYA Daftar Piutang Daerah.
-~bag HukumDanPe dang· Undangan

Pasal17

r menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

~_. d B~_l.P.l1·a.Daer$sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
~-J!({EH... lD~J1tl»' t'J.,~~ ro-'

W,ci\';~·..~r 0 teo m n(NIb~<_--':"~,
\tt~"'r-')ili?, '1(;03232002121000 ." Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muar

pada tanggal 1.=f

~NJUGJ

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1.1 9~\dtr 2024

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,.,

~

LEMBARANDAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMURTAHUN2024

NOMOR 1-
NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

PROVlNSrJAMBl : ( 18 /2024)


